PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG
- PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
H ANGGARAN 2025. SEBAGAI TINDAK LANJUT EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Sumedang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2025 telah mendapat
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sumedang Nomor 13 Tahun 2024 Tanggal 25 November
2024;
b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat
Nomor: 902/Kep.807-BPKAD /2024 Tanggal 20 Desember

2024 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

)

Kabupaten Sumedang tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan
Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
Terdapat koreksi, sehingga periu ada penyempurnaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b, maka penyempurnaan Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2025. Perlu ditetapkan dengan




Mengingat

Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sumedang.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 54935)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-undang Nomor6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagamana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun
2022, tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
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Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi
Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6866);

Undang-undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
7042);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor S Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4972 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada
Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161});
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51635);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);
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Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Perubahan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 1
Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintahan Nomor 35 Tahun 2023 tentang
ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
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85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6881); '
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintahan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 754};

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425};

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2013
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Mentri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan,
Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran,
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1777);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114};




28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2024
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara
Republik IndonesiaTahun 2024 Nomor 648);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2024
tentang Tata Cara Penundaan Dan/Atau Pemotongan
Penyaluran Dana Transfer Ke Daerah Atas Pemenuhan
Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 235});

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024
tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik {Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31 Tahun 2024
tentang Sasaran Inflasi Tahun 2025, Tahun 2026, dan
Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 293);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024
tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dan Dana Alokasi
Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 630);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024

tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
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Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 762);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75 Tahun 2024
tentang Batas Maksimal Kumulatif Deficit Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Deficit
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Batas
Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun
Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 765},

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan
Mentri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang
Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7/2024
tentang Penandaan Rincian Belanja Pendidikan untuk
Evaluasi Pemenuhan Belanja wajib dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

Keputusan Menteri Keuanagn Nomor 11/KM.7/2024
tentang Penandaan Rincian Belanja Infrastuktur
Pelayanan Publik Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja
Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 22/KM.7/2024
tentang Penandaan Rincian Belanja Daerah Dari Hasil
Penerimaan Pajak Daerah Yang Telah Ditentukan
Penggunaannya Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib
Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang
Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah, perlu di sesuaikan dengan Peraturan
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Memperhatikan
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Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Nomor S5 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun
2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Nomor 18);

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur
Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten
Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2014 Nomor 18 Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Nomor 18);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang
Nomor 14);

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sumedang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 24).

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.807-
BPKAD/2024. Tanggal 20 Desember 2024 tentang
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Sumedang Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 Dan Rancangan Peraturan
Bupati Sumedang Tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sumedang Nomor 13 Tahun 2024 Tanggal 25 November
2024 tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Sumedang Tentang Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah
Kabupaten Sumedang.

Hasil Pembahasan antara Badan Anggaran Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dengan

Tim Anggaran Pemerintah Daerah mengenai




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
sumedang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2025,
pada tanggal 24 Desember 2024.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TENTANG PENYEMPURNAAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2025 SEBAGAI
TINDAK LANJUT EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT.

Menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Sumedang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2025 sesuai hasil
Evaluasi Gubernur Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam

lampiran Keputusan ini.

Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sumedang ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sumedang Nomor 13 tahun 2024 Tanggal 25
November 2024 tentang Persetujuan atas rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Anggaran
Pendapatan Dan belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun
Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah

Kabupaten Sumedang.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 24 Desember 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
BUPATEN SUMEDANG
~ KETUA,
-V ‘

£ SIDIK JAFAR, S.E.




